
Menimbang

SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 1I 'IAHUN 2N'.5

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejanteraan
masyaralat melalui peningkatan taral hidup
masyarakat, desa mempunyai kewenangan untuk
mengelola secara mandiri segala potensi yang ada di
Desa yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa da-lam rangka mempercepat dan
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
Desa pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyara-katan serta pemberdayaan masyarakat
Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan
desa iain danTatau dengan Pihak Ketiga guna
mengatasi permasalahan serta mengembangkan
potensi yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai
nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-
Undartg Nomor 6 Tahun 2014 tentalg Desa dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2Ol7 lentangTata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang
Pemerintahan Desa, Desa dapat mengadakan kerja
sama antar Desa atau dengan pihak ketiga, dan
untuk memberikan laldasan hukum pelaksanaan
Ke{a Sama Antar Desa, perlu mengatur
pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalpm huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama
Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undalg Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat
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Nomor 39OO) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undarrg Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang
Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipta kerja menjadi
Undang Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetuj uan Bersama

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
pralearsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kerja Sama adalah usaha bersama antara dua orang
atau lebih untuk mencapai yrjuan yang sama.

3. Kcw'cnangan Dcsa adalah kcwrnangan yang dimiliki
Desa meliputi kewenangan di bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan
Desa, dal Pemberdayaal Masyarakat Desa



a

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan
adat istiadat Desa.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem p€merintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa 1'ang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

7. Bada-n PernusJ'arvareten Desa yeng selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD,
Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.

9. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan
para pihak untuk mengeriakan sesuatu yang
menimbulkan hak dar kewajiban.

10. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah anta-r
Desa yang diikuti oleh Badan Ke{a Sama Antar Desa
dan delegasi Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama BPD.

12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang
bersifat konkrit, individual dan finaI.

13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan
yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa atau
bersifat mengatur.

14. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi
kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

f5. Pe{anjian Bersama adalah kesepakatan antara
kepala Desa dengan pihak ketiga yalg dibuat secara
tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi
Desa yang menjadi kewenangan Desa serta
menimbulkan hak dan kewajiban.

16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
perolehan hak lainnya y-ang sah.

17. Anggaran Pen<iapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut
BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau
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sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan yang secara langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset,
jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masy-arakat.
Lembaga Kemasyaralatan Desa atau disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
..--L--,{^-,^^n 

- ^ d!r^,^1, ^+l^rrrwr \.qJ 4.!r Ir4Drou^0L,

Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang
selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah
kesepakatan bersama antar-Desa dan/ atau dengan
pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk
mengerjakan bideng pemerintahan, pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan
Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para
pihak.
Badan Kerja Sama Antar Desa vang selanjutnva
disingkat BI(AD adalah badan yang
dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa
untuk membantu kepala Desa dalam
melaksanalan kerja sama antar Desa.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Perencanaan Pembangu.nan Desa adalah proses
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD.
Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.
Daerah adalah Kabupaten Morowali.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Morowali.
Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten
Morowali.
Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 2

25.
26.

27.
24.

29.

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan
meliputi:
a. Kerja Sama antar-Desa;
b. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
c. bentuk Ke{a Sama antar-Desa;

Daerah



d. BI(AD;
e. perubahan dan berakhirnya Kerja Sama Desa;
f. penyelesaianperselisihan;
C. hasil Ke{a Sama Desa;
h. pendanaan;
i. pembinaan dan pengawasan; dan
j. pelaporan dan evaluasi hasil Kerja Sama Desa;

BAB II
KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 3

(1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a meliputi bidang:
a. Pemerintahan Desa;
b. Pembangunan Desa;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
d. pemberdayaan masyarakat Desa.

l2l Kerja Sarrra antar-Desa di bidang penyelenggaraan
Pcmerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi :

a. pengembangan kapasitas Pemerintah Desa, BPD,
Iembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat,
Lembaga Ekonomi Desa/Lembaga Ekonomi
Masyarakat/BUM Desa dan unsur masyarakat
Desa lainnya;

b. pembentukan dan pengembangan BUM Desa
bersama;

c. peningkatan keamanan dan ketertiban
masyarakat antar-Desa:

d. pencegahan dan penyelesaian masalah sosia-l;
e. pencegahan dan penyelesaian konflik antar Desa;

dan
f. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi

Desa.
(3) Keq'a sama antar-Desa di bidang pelaksanaan

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi

perenc€ur€ran pembangunan antar desa;
b. peningkatan mutu layanan dan kebutuhan

dasar kepada masyarakat antar Desa;
c. pendayagunaan sumber daya alam dan

lingkungan;
d. pengembangan pasar antar-Desa;
e. pengembangan sarana prasar€rna ekonomi

antar-Desa;
f. pengembangan komoditas unggulan Desa;
g. pengembangan dan pelestarian aset hasil

kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
h. pelestarial lingkungan hidup dan hutan; dan
i. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi

Desa.



(4) Kerja Sama antar-Desa di bidang pembinaan
kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a. pe+rgembangan seni dan budaya;
b. pembinaan l*mbaga Kemasy-araliatan Desa,

kmbaga Adat, Lembaga Ekonomi
Desa/Lembaga Ekonomi Masyarakat/BUM Desa
dan unsur masyarakat Desa lainnya; dan

c. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi
r't^-^

(5) Kerja Sama antar-Desa di bidarg pemberdayaan
masyaralat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi:
a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki

oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang
berdaya saing;

b. pengembangan dan pelestarian aset hasil
kegiatan program pemberdayaanmasyarakat;

c. penguatan peran dan fungsi Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan masyarakat:

d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak; dan

e. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi
Desa.

Pasal 4

(1) Kerja Sama antar-Desa yang pelaksanaannya
melibatkan BUM Desa dan/atau Kerl'a Sama antar-
Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan
dilakukan oleh Pemerintah Desa.

{21 Kerja Sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) disepakati melalui Musyawarah Desa.

BAI} III
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 5

(1) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan sesuai
ciengan ketentuan peraturan perundang-unciangan.

(21 Keq'a Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kerja Sama Desa atas prakarsa Desa; dan
b. Kerja Sama Desa atas prakarsa Pihak Ketiga.

(3) Peiaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
diatur dengan Perjanjian Bersama melalui
kesepakatan Musyawarah Desa.

(41 Keq'a Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) metputi:
a. bidang penyelenggaraan Pemerfurtalian Desa;
b. bidang pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

-6-
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d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
(5) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga di bidang

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. meningkatkan kapasitas Desa dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
Pembangunan Desa; dan

c. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi
Desa.

(6) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga di bidang
pelal<sanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
a. meningketkan kualitas perencenaan

Pembangunan Desa;
b. meningkatkan pelayanan pemenuhan

kebutuhan dasar; dan
c. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi

Desa.
(71 Ke{a Sama Desa dengan Pihak Ketiga di bidang

pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dima-ksud
pada ayat (4) huruf c meliputi:
a. meningkatkan partisipasi masyarakat;
b. melestarikan sumber daya alam dan

lingkungan Desa;
c. pengembangan seni dan budaya;
d. pembinaan kelembagaan masyarakat

Desa, lembaga adat, BUMDesa dan unsur
masyarakat Desa lainnya; dan

e. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan
kondisi Desa.

(8) Ke{a sama Desa dengan Pihak Ketiga di bidang
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (a) huruf d meliputi:
a. penguatan perErn dan fungsi l,embaga

Kemasyarakatan Desa;
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak;
c. pengembangan seni dan budaya; dan
d. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi

Desa

BAII IV
BENTUK KERJA SAMA DESA

Pasal 6

(1) Kerja Sama Desa dapat dilakukan antara:
a. Desa dengan Desa lain pada 1 (satu) kecamatal;
b. Desa dengan Desa lain antar kecamatan dalam 1

(satu) Daerah;
c. Desa dengan Pihak Ketiga.
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(21 Pelaksalaan Kerja Sama antar-Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur
dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

(3) Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Fihak Ketiga
sebagaiiiiaiia dimaksud pada ay-at (1) huruf d diatur
dengal Perj anj ian Bersama.

(4) Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian
Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) minimal memuat:

-..^-- l.:- ^l^.* 1--;^ --*.,-r \rqrrB urti uP ^ulJa o.lrtq,
bidang kerja sama;
tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja
sama;
jangka waktu;
hak dan kewqiiban:
pendanaan;
tata cara perubahan, penundaan dan
pembatalan; dan
penyelesaian perselisihan

b.
c.

d.
e.
f.
c.

h.

BAB V
TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu
Ke{a Sama Antar Desa

Pasal 7

(1) Kerja Sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan
meliputi:
a. persiapan;
b. penawar€rn;
c. pen]rusunan rancang€rn Peraturan Bersama

Kepala Desa;
d. penandatanganan;
e. pelaksanaan; dan
f. pelaporan.

(21 Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilaksanakan dengan tata cara:
a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas

bidarrg dan/atau poteilsi Desa y-ang akan
dikerjasamakan;

b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan
dike{asamakan disusun dalam skala prioritas
dan dibahas dalam Musyawarah Desa;

c. BPD meny'elenggarakan h{usya*'arah Desa
setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas
Kerja Sama Desa;

d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau
tidak menyepakati untuk melakukan kerja

e. bidang dan/ atau potensi Desa yang telah
disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan



-9-

hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam
RPJM Desa dan RKP Desa; dan

f. menyiapkan informasi dan data yang
lengkap mengenai bidang dan/ atau potensi Desa
yang akan dikerjasamaiian.

(3) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan dengan tata cara:
a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan

E}ersama setelah ada kesepakatan terhadap
penawarErn.

b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang
telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada
masyaralat Desa masing-masing pada saat
Musye$,srah Desa dan dikonsultasikan kepeda
Bupati melalui camat untuk mendapatkan
masukan;

(4) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama

kepada Kepala Desa lain dengan surat
penawaran Kerja Sama;

b. surat penawaran Ke{a Sama memuat paling
sedikit:
1. bidang dan/ atau potensi Desa;
2. ruang lingkup Kerja Sama;
3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan Kerja

Sama;
4. jangk" waktu;
5. hak dan kewajiban;
6. pendanaan;
7. tata cara perubahan, penundaan, dan

perqbatalan; dan
8. penyelesaianperselisihan.

c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa
setelah Kepala Desa menerima penawaran
Kerja Sama;

d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau
tidak menyepakati untuk melakukan Kerja
Sama;

e. Kepala Desa memberikan jawaban secara
tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan
renc€ula Kerja Sama sesuai hasil Musyawarah
Desa;

f. rancalgan Peratura.n Bersama Kepala Desa yang
dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat
sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi
Kerja Sama terkait tata ruang, pungutan,
organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan
di dalam APB Desa;

g. masUkan rancarigan Peraturan Bersama Kepala
Desa dari Bupati melalui Camat sebagaimana
dimaksud pada huruf b, diterima oleh Kepala
Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja
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terhitung sejak diterimanya rEmc€rng€rn
dimaksud oleh Camat;

h. apabila dalam batas waltu dimaksud pada huruf
d, tidak ada masukan dari Bupati melalui camat
malia Kepala Desa menetapkan rancangan
menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan

i. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui
Camat sebagaimana dimaksud pada huruf a,
digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut
Ixoses peni'usunan rancangan Peraturan
Bersama Kepala Desa untuk disepakati
bersama.

(5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
a. Kepala Desa yelg melakuk.n Kerja Sama anter

Desa menetapkan rancangan Peraturan
Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan
tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal disepalati; dan

b. penandatanganan Peraturan Bersama Kepala
Desa, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.

(6) Pelaksanaan sebagaimala dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dengan:
a. melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam

Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
b. menatausahakan pelaksanaan Kerja Sama oleh

BKAD.
(71 Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

f dilaksanakan dengan tata cara:
a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan

Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala
Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui
Camat; dan

b. laporan sebagaimala dimaksud pada huruf a,
dilengkapi dokumen terkait Kerja Sama antar-
Desa.

Bagian Kedua
Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Paragraf I
Ke{a Sama atas Prakarsa Desa

Pasal 8

(i) Keda Sama dengan Pihak Ketiga aias praiiarsa Desa
dilakukan melalui tahapan meliputi:
a. persHpan;
b. penawaran;
c. pen5rusunan Pe{anjian E}ersama;
d. penandatarrganan;
e. pelaksanaan; dan
f. pelaporan
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(21 Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
a dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas

bidang dan/ atau potensi Desa yang akan
dikerjasamakan;

b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan
dike{asamakan disusun dalam skala prioritas
dan dibahas dalam Musyawarah Desa;

c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah
disepakati untuk dikeriasamakan, tertuang
dalam RPJM Desa dan RKP Desa;

d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap
mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang
akan dikerj asamakan;

e. mengana-lisis manfaat dan biaya Kerja Sama
yang terencana dan terukur;

f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan
informasi, data, analisis manfaat dan analisis
biaya Kerja Sama; dan

g. mempedomani peraturan yang mengatur
lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah
Daerah terkait bidang dan/atau potensi Desa
yang akan dikerj asamakan.

(3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
a. pemerintah Desa mengumumkan penawaran

Kerja Sama kepada Pihak Ketiga dengan
melampirkan kerangka acuan kerja;

b. Pihak Ketiga menyampaikan penawar€rn kepada
Pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka
acuan kerja;

c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa
setelah pemerintah Desa menerima penawar€rn
kerja sama dari Pihak Ketiga;

d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak
Ketiga yalg akan melaicukan Ke{a Sama.

(4) Penyusunan ranc€rng.rn Pe{anjian Bersama
sebagaimsls dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan

Perjanjiar Bersarrra dengat pihak ketiga;
b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa

dengan Pihak Ketiga yang telah disusun, wajib
dikonsultasikan kepada masyarakat Desa
masing-masing dan dikonsultasikan kepada
Bupati mclalui Camat untuk mcndapatkan
masukan;

c. rancangan Pe{anjian Bersama Pemerintah Desa
dengan Pihak Ketiga yang dikonsultasikan
kepada Bupati melalui Camat sebagaimana
dimaksud Calam huruf b meliputi kerja sama
terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan
yang menyangkut pembebanan di dalam APB
Desa.
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d. masuk€rn r€rncangan Peljanjian Bersama
Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari
Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud
dalam huruf b diterima oleh Pemerintah Desa
paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak
diterimanya rancangzrn dimaksud oleh Camat.

e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam
huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui
Camat maka Pemerintah Desa melanjutkan
proses pen]'Llsunan rancangan menjadi
Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan
Pihak Ketiga.

f. masukan dari masyarakat dan Bupati mela-lui
Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b
digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut
proses pen1rusunan rancangan Perjanjian
Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga
untuk disepakati bersama.

(5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dilaksanaka-n dengan tata cara:
a. Kepala Desa menandatangani rancangan

Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan
Pihak Ketiga paling lama 7 (tujuh) hari ke{a
terhitung sejak tanggal disepakati; dan

b. penandatanganan Pe{aniian Bersama
Pemerintah Desa dengan pihak ketiga,
disalcsikan oleh Camat atas nama Bupati.

(6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup

dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa
serta Pihak Ketiga; dan

b. menatausahakan pelaksanaan Kerja Sama oleh
Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga.

l7l Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f dilaksanal<an dengal tata cara:
a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil

pelaksanaan Pe{anjian Bersama Pemerinta}r
Desa dengan Pihak Ketiga kepada BPD dengan
tembusan Bupati melalui Camat; dan

b. laporan sebagaimana dimaksud da-lam huruf a,
dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan
Pihak Ketiga.

Paragral 2
Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 9

(1) Pihak Ketiga dapat memprakarsai rencala Ke4'a
Sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau
potensi Desa sebagaimana dimaksud datam Pasal 5
ayat (21 huruf b.
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(21 Pihak Ketiga menyampaikan penawaran rencana
Kerja Sama kepada Pemerintah Desa.

(3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana
Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kepada BPD untuk dibahas dalam Musyaw'arah Desa.
(4) BPD menyelenggaralan Musyawarah Desa setelah

Pemerintah Desa menyampaikan penawar€rn rencana
Kerja Sama dari Pihak Ketiga.

(5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga
yang akan melakukan Kerja Sama.

BAB VI
BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 1O

(1) Dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama antar-Desa
dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan
Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.

(21 BKAD terdlri atas:
a. Pemerintah Desa;
b. anggota BPD;
c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
d. lembaga Desa lainnya; dan
e. tckoh masy-a-rakat dengal mempertimbangkan

keadilan gender.
(3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan

BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa
mengenai Kerja Sama Desa.

(4) BKAD bertanggungiawab kepada masing-masing
Kepala Desa.

Pasal 1l
BKAD mempunyai tugas dan tanggung jawab
merencanakan, mensosia-lisasikan kepada masyarakat,
melaksanakan Kerja Sama Desa serta
mempertanggungiawabkan pelaksanaannya kepada
Kepala Desa daiam Musyawarah Desa dan Musyawarah
furtar Desa.

BAB VII
PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 12

(1) Perubahan dan berakhirnya Kerja Sama Desa dapat
dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam Kerja
Sama Desa.

l2l Perubahan dan berakhirnya Kerja Sama Desa
sebagaimala dimaksud pada ayat (1) harus
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dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak
yang terkait Kerja Sama Desa.

(3) Mekanisme perubahan dan berakhirnya Kerja Sama
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
s€suai kesepakatan para pihali.

Pasal 13

Kerja Sama Desa bera}hir/ diakhiri apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur

yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala
Desa/perjanjian;

b. tujuan kesepakatan/perjanjian telah tercapai;
c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan

perianjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
d. salah satu pihak tidak melakukal atau melalggar

ketentuan pe{anjian;
e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian

lama;
f. bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan;
g. objek pe{anjian hilang bukan karena kesengajaan;
h. terdapat hal yang merugikan kepentingan

masyarakat Desa, Daerah, atau Nasional; atau
i. berakhirnya masa pe{anjian.

BAB VIII
PEI{YELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerja Sama
Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi
semangat kekeluargaan.

(2) Dalam hel terjadi perselisitren Ker-ja Sama Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu)
wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan
diselesaikan oleh Camat.

(3) Dalam hal tefadi perselisihan Kerja Sama Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dafam wilayah
kecamatan yang berbeda di Daerah, difasilitasi dan
diselesaikan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Desa.

(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat {inal dan ditetapkan
dalam berita acara yang ditandatangani oleh para
pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian
perselisihan.

(5) Perselisihan dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat
terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (41 dilakukan melalui proses
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undang.
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BAB IX
HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 15

(1) Hasil pelaksanaan Kerja Sama Desa berupa uang
merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke
rekening kas Desa.

(2\ Hasil pelaksarraan Kerja Sania Desa bettpa barang
menjadi aset Desa.

Pasal 16

Hasil pelaksanaan Kerja Sama Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, digunakan untuk
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
Desa.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 17

(1) Segala kegiatari, Pendanaan yang dikeluarkan dan
hasil yang diperoleh dalam Kerja Sama Desa wajib
dituangkan dalam APB Desa.

(21 Pendanaan dalam rangka Kery'a Sama Desa
dibebankan kepada pihak yang melakukan Kerja
Saraa.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pembinaan dan pengawas€rn pelaksanaan Ke{a Sama
Desa dilaksanalan oleh Bupati dan Camat.

(.21 Pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan

Kerja Sama Desa;
b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerja

Sama Desa;
c. melakukan evaluasi dan pengawasan Kerja

Sama Desa;
d. memberikan bimbingan, superrrisi, dan

konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa; dan
e. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam

pelaksanaan Kerja Sama Desa.
(3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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a. memfasilitasi Desa dalam perenc€rnaan,
pelaksanaan dan pertanggungiawaban Ke{a
Sama Desa;

b. melakukan evaluasi dan pengawasan Keda
Sama Desa;

c. memberikan bimbingan, supervisi, dan
konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa; dan

d. memfasilitasi penyelesaian permasa.lahan dalam
pelaksanaan Kerja Sama Desa.

BAB XII
PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 19

(1) BKAD melaporkan hasil peiaksa-naan Kerja Sama
antar-Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan
kepada BPD.

(2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan
Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam
ilIu sy-awarah Desa.

Pasa-l 20

(1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Kerja Sama
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada
Bupati melalui Camat.

(21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat
dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 2l
(1i Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Kepala Desa bersama BPD melakukan
evaluasi.

(21 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutnumkar kepada hasyar-akat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ke{a Sama
Deoa dan BI(AD yang saat ini 'na^sih herjalan tetap dapat
dilcksanakan sarnpai berekhirnya me.sa Kerja Sama dan
kepengurusannya.
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Peraturan Daerah
diundangkan.

Pasal 23
ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatarinya dalam kmbaran Daerah Kabupaten
Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal zg AAVst|E zozE
BUPATI MOROWALI,

ttd.

iKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal q AgwWs AzS
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025
NOMOR oil

NOREG PERATURAN DAERAH KAI}UPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH I lg,ol / 1A2S

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NrP. 19820602 200604 1 005

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR .II. TAHUN 2025
TENTANG

KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Bahwa dalarn upaya rneningkatkan pemberdayaan Desa,
memanfaatkan potensi, memenutri kebutuhan dan
rnenyelesaikan perrnasalahan, Desa dapat melakukan kerja
szurra. Kerl'a Sama Desa bertujr.ran untuk meningkatkan
kesej4lrteraan bersama darl mengr-rrangi ketimpangan antar-
Desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang
tumbuh dalarn masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2O14 tentarig Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tatrun 2O14 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peratural Pemerintah Nomor 11 Tahun 20 19
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2O14 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti secara teknis
dengan Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahur, 2Ol7
tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa,
rnaka Kerja Sama yang dapat dilakukan oleh Desa meliputi Kerja
Sama antar-Desa dan Kerl'a Sarna Desa dengan Pihak Ketiga.
Keda Sama Desa dimaksud dapat dilakukan dalam bidang
pemerintahan, pembangrrnan, dan kemasyarakatan yang
meliputi bidang kegiatan peningkatan perekonornian masyarakat
Desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial
trr.rdaya, ketenteraman dan ketertiban serta oernanfaatan
sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan
mernperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu untuk
menindaklanjuti Pasal tersebut perlu dibentuk peraturan Daerah
tentang Kerja Sama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cuknp Jelas,
Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5
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Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8

Cukup Jelas.
Pasal 9

euktrp Jelas,
Pasal 10

Cukup Jelas.
Pasal 1 1

Cukup Jelas.
Pasal 12

Cukup Jeias.
Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14

Cukup Jelas.
Pasal 15

Cukup Jelas.
Pasal 16

Cukup Jelas.
Pasal 17

Cukup Jelas.
Pasal 18

Cukup Jelas,
Pasal 19

Cukup Jelas.
Pasal 20

Cukup Jelas.
Pasal 21

Cukup Jelas.
Pasal22

Cukup Jelas.
Pasal 23

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR O37O


